BEBERAPA CATATAN BERKENAAN DENGAN PERJANJIAN
ANTARA WARGA MASYARAKAT SEBAGAI PELANGGAN

LISTRIK DENGAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
( Studi Kasus di Kabupaten Polmas )

OLEH

NURLINA K.
Stb/Nirm : 4587060435/11302588

Skripsi ini disjukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan
Hukum Masyarakat dan Pembangunan pada
Fakultas Hukum Universitas “45"

Ujung Pandang




HALAMAN PENGESAHAN

Judui Skripsi : BEEERAPA CATATAN EBERKENAAN DENGAN PER-
JANJ TAN ANTARA wARGA MASYARAKAT SEBAGAI
PULANGGAN LISTRIK DENGAN rERUSAHAAN LIS~
TRIK NEGARA (Studi Kasus di Kabupaten

Puimas)

Nama Mahas.swa NURL L HNA LK.

"

Nomor Sth/Nirm

45810060435 /8811302588

"

Menyetujuiz

Pembimbing IT,

H. Hamzah TAba, S.H.

Sl /

W 2

e (TR

And T Phhir Hamid, S.H.

Hamzah Taba, S.H;

Nomor Pendaftaran 343 /HMP/FH-U 450 4VT1/92

LR

fanggal pendafltiran : 17 Juli 1992




-

IAAN

]

[
i

ll4_5'l' Uj

versitas

oni

Rektor

at Xe

gSars

n

Berdasarks

bl

P

lper=

setelah d

hkz
Al LA

sa

w4

d

aan

a

eri

42

3
4

e

-
-

1A
B

o)

m Pengu

g

...Il.‘..'....'....

)

Q

(

L)

il

~
=

Achmad,

simalr

A

Ny.

4,




W EAN
(l%c N
A AN
: %)
‘-.-.J" x: . “' f’
KATA PENGANTAR L L
o~ AeiiBuihy T
e ST 2 iR ) /
Bismillaahi Rakhmaanirrahim o

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT,

oleh karena atas berkat, rahmat, hidayat dan taufikNyalah

sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Dalam menyu-

sun skripsi ini, penulis mengalami berbagai hambatan, te-

tapi berkat petunjuk dan rahmat Allah SWI. serta bantuan

berbagai nihak hambatan dapat diatasi.

Karena itu selayaknya penulis menyampaikan terima

kasih kenada:

1.

2.

4.

Se

Ayahanda Kali Yese dan Ibanda Jalaeni yang senantiasa
memberikan bimbingan kepada penulis.
Bapak Prof. Dr. H. Andi sainal Abidin Farid, S.H. se-

laku Rektor Universitas "45" Ujungpandang.

 Bapak H. Andi Tahir Hamid, S.H. selaku Dekan Fakultas

Hukum, yang selalu memberikan semangat dan disiplin
untuk menyelesaikan skripsi ini.

Ibu Ny. Asimah Achmad, S.H. dan Bapak Hamzah Taba, S.H.

Ketua Jurusan HMP, masing-masing selaku Pembimbing I
dan IT yang dengan rela memhimbing dan memberikan pe-
tunjuk-petunjuk sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
Bapak Patahuddin, Bapak D jafar Hamzah, Bapak M. Mustam

yang masing-masing Kepala PLN ranting Polewali, wono-

mulyo, campalagian Kabupaten Polewali Mamasa cabang

iv




Pinrang Wilayah VIII yang kesemuanya membantu penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini,
6. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Tolewlai Mamasa yang
juga membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
Semoga segala bantuan yang sangat berharga itu di-
beri balasan yang setimpal oleh Allah SWT, penulis ber-—

harap semoga skripsi ini dapat bermanfaat adanya.

Ujungpandang, Nopember 1992

2enulias,




DAFTAR IST
ﬂalaman_
HATGAMAN JUDUL  so0esscacvoncoscsssnsnansosccnnssses i
HALAMAN PENGESAHAAN .vseescecccccsccacssascassscne ii
HATAMAN PENERIMAAN .seccccscccsccscsscssosscsccssnccce iii
EATA PENGANTAR .cceecccscccscnscsccsccsassccacscnsscsnse iv

DA.ETAR ISI ® 5 5 0SS eSS SSSSSESSSsSLErseESseEsssseer .'.v.i

A:BSTRAK CE R I O W S A R S R I R S I BN B B L

BAB I PENDAHULUAN
Ka ﬁafar Belakang Masalal ceecececcecccnes

BetRumuSan Masa I BN o Lt sciie s metsomisesune

C. Metode PenaPTtdal oo i fosne s e onsons

D, Tujuan dan ¥Yegunaan Penulisan ..eeeceee

SEKITAS TENTANG LOKAST PENELITTAN DAN PERU-
SAHAAN LISTRIK NEGARA DI KABUPATEN POLEWA-—
LI MAMASA '

A; Ecadaan Geoprafll ovsesvusessonesnisnes
B. Keadaan.Demografis PRGN = M. I Dl AR
C. Keadaan S05ial BUEYE eeeesccecscccesce
D. Perusahaan Listrik Negara Sebagai Per—
- usahaan“Umuﬁ (PERIM) ecoveossscscscnssss

E. Fungsi Perusahaan Listrik legara dalam

Pembangum'ln e s e e v R " bE & s ® e e e ce o

BAB TII TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN




j 5o Eéngertian Perjanjian ...

\s

B.. Syarat Sahnya Suatu Perjanj}

n LI .
C. Maca.m Pres‘t’asi '.......-‘.-‘:.-ogouco..
*e s essass

Ds Wanpreatasl ,..cescenscasvsesh
BAB IV PELAKSANAAN BERJANJIAN ANTARA PERU, AN
~ LISTRIK NEGARA DENGAN WARGA MASYARKAT
SEBAGAT PELANGGAN DATAM PEMBANGUNAN
A. Eerjanjian Antara Perusahaan Listrik
Negara Dengan Warga Masyarakat Seba-=
gal Pelanggan cesecscessscsccssscssssese
B. Faktor Yang Berpengaruh dalam Perjanji-
an Antara Perusahaan Listrik Negara De-
ngan Warga Masyarakat Sebagai Pelanggan
Listrik .escececscssnccoscsescsccsssvnss

BABR VB ENTTUPR

-A-. Kegimpulan 8 B e S S S e TS s
B. Saran ® 5 ® 5SS EES S SEeESeERFESsSSsSsESan
DA:ET-AR EUSTAKA 8 5 8 5 5 8 8 8 PSS S S S LSS

II-A-F[PIRAN .......O.—'..........Ol..‘...l.-ll.l.....

31
36
42
48

52

29

63
63
65

PR e T e T AR



LT
-

ABSTRAK

Setiap hubungan dalam masyarakat, baik itu hubungan
antara individu dengan individu, antara individu dengan
kelompok dan antara kelompok dengan kelompok itu sendiri
selaf%-diatur oleh hukum, baik itu hukum tertulis maupun
hukum yang tidak tertulis. Peristiwa tersebut merupakan
refleksi terhédap keberadaan Indonesia sebagai negara
hukum.

Hubungan antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) de-
ngan warga masyarakat sebagai pelanggan listrikc.dikate-
gorikan sebagai hubungan hukum, karena berdasarkan de-
ngan kenyataan yang ada hubungan tersebut terdapat hak
dan kewajiban yang sebelumnya disepakati sehingga meng-
ikat antara keduanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka antara Per--
usahan Listrik Negara (PLN) dengan warga masyarakat se-
bagai pelanggan terdapat suatu hubungan yang didahului
oleh suatu perjanjian, yaitu perjanjian dengan srancaman

hukuman.

viid.
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A, Latar Belakang Masalah

BAB I
PENDAHULUATK

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Panca-
sila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung
tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan tanpa ada kecualinya. Oleh karena itu me-
rupakan hal yang wajar kalau seluruh aktivitas manusia
sebagai anggota masyarakat diatur oleh hukum, baik itu
hukum publik maupun hukum privat, yang tertulis dan
yang tidak tertulis,

Dari konsepsi itulah sehingga warga masyarakat
dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan jalan ber-
hubungan dengan warga masyarakat yang lain akan diatur
oleh hukum, baik hﬁkum itu hukum yang diciptakan oleh
penguass disatu pihak maupun hukum yang diciptakan se-
cara bersama-sama dalam hal ini hukum privat,.

Indonesia dewasa ini sedang dalam giat-giatnya me-
laksanakan pembangunan, yakni pembangunan dalam segala
bidang. Suatu hal yang sangat penting dan menonjol se-
kali dalam pembangunan tersebut adalah listrik, karena
sifatnya paling sering dirasakan oleh anggota masyara-

kat baik dari golongan elit atau yang ekonominya ting-




gi maupun warga masyarakat bewah yang tergolong ekono-
mi lemah.

Dengan demikian di Indonesia hampir seluruh ang-'
gota masyarakatnya telah menggunakan dan merasakan ke-
gunaan atau manfaat aliran listrik yang berarti pemba-
ngunan telah dirasakan oleh masyarakat tersebut. Dika-
takan hampir, karena tidak dapat dipungkiri kalau ma-
syarakat Indonesia masih ada jﬁga yang belum merasakan
manfaat dari aliran listrik terutama yang pemukiman-
nya masih tergolong pemukiman kumuh,

Bertitik tolak dari uraian di atas menandakan ka-
lau yang menggunakan aliran listrik adalah orang yang
dianggap mampu, hal ini di dasari dengan ditemukannya
di daerah-daerah pedesaan,

Sesuai dengan keyataan yang ada, dari mereka
yang menggunakan aliran listrik terdapat semacam kon-
trak atau perjanjian antara warga msyarakat sebagai
pelanggan listrik dengan perusahaan listrik negaré
(PLN), karena masyarakat tersebut setiap bulannya ber-
kewajiban membayar sejumlah uang melalui rekening ke-
pada perusahaan listrik negara (PIN) dan berusaha se-
optimal mungkin agar tidak terlambat untuk membayarnya.
Sedangkan perusahaan listrik negar: berkewajiban me—
nyediakan aliran listrik kepada masyarakat sebagai pe-

langgan yang sudah terdaftar,




B.

Berdasar hal itulah maka terlihat adanya korelasi
(hubungan timbal balik) antara perusahaan listrik ne-
gara (PLN) dengan warga masyarakat sebagai pelanggan
listrik di Kabupaten Polewali Mamasa, karena hubungan
yang terjadi di dalamnya terdapat hak dan kewajiban di
antara keduanya.

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi “BE-
BERAPA CATATAN BERKENAAN DENGAN PERJANJIAN ANTARA WAR-
GA MASYARAKAT SEBAGAT PELANGGAN LISTRIK DENGAN PERUSA-
HAAN LISTRIK NEGARA™ (Studi Kasus di Kabupaten Polmas)
adalah:

1. Hubungan antara warga masyarakat sebagal pelanggan
Jistrik dengan perusahaan listrik negara - (PLN) ma-
sih tetap aktual untuk diketengahkan.

2. Perjanjian mengikat sebagai undang-undang untuk ke-
dua belah pihak yang membuatnya.

3. Untuk mendeskripsikan efektivitas dan efisiensi da-
ri perjanjian sebagai pelanggan liBtrik dengan per-

usahaan listrik negara (PIN).

Rumusan Masalah
Berdasarkan dengan latar belakang yang 'dikemuka-

kan di atas maka beberapa permasal ahaan yang akan di-

pecahkan di dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Perjanjian apakah yang timbul dalam hubungan anatara

whi iy
U b




warga masyarakat sebagai pelanggan listrik dengan
nerusahaan listrik negara ?

2. Sejauh manakah penerapan sjarat perjanjian yang di-
tentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata dalam perjan-
jian antara warga masyarakat dengan perusahaan lis-
trik negara (PLN) 7

3. Hal-hal apakah yang berpengaruh dalam perjanjian
antara warga masyarakat dengan perusahaan listrik

negara (PLN) ?

C. Metode Penelitian

lasalah perjanjian antara warga masyarakaf seba-
gai pelanggan listrik dengan perusahaan listrik negara
(PIN) erat kaitannya dengan penegakkan hukum, kare-
na perjanjian yang diciptakan oleh kedua belah pihak
akan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat anta-
ra kedua belah pihak.

Untuk itu dalam pemulisan skripsi ini digunakan
pendekatan sosiologis,., Dengan pendekatan ini diharap-
kan dapat terungkap efektivitas dan efesiensi perjan-
jian sebagai hukum yang mengikat antara kedua belah
pihak.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan me-
tode penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)




A &
Penelitian ini dilakukan dengan memfag&ufbuku-ﬁuku,

P

majalah yang ada relevansinya dengéh~pﬁké§i§§éi
Data sekunder yang dimaksudkan sebagai landas
ori untuk melaksamakan penelitian lapangan.

2. Penelitan Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data
dalam kaitannya dengan perjanjian sebagai hukum
yang mengikat antara warga masyarakat sebagai pe-
langgan listrik dengan perusahaan listrik negara
yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada,
Untuk itu akan digunakan observasi dan wawancara,
Metode observasi dimaksudkan untuk melaksanakan
pengamatan secara aktif terhadap objek kajian peneli-
tian. Metode wawancara penulis akan melakukan pembica-
raan langsung yang sifatnya tanya-jawab dengan bebera-
pa anggota masyarakat (pelanggan) dan pejabat perusa-
han listrik negara (PLN) di kantor perusahaan ligtrik

negara (PLN) Kabupaten Polewali Mamasa.

Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan Penulisan adalah:

1. Untuk menunjukkan bahwa hubungan antara warga ma-
syarakat sebagai pelanggan listrik dengan perusaha-
an listrik negara yang melahirkan perjanjian bukan-

lah suatu hal yang dipandang sepele dalam rangka




penegakkan dan pembangunan hukum,

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan syarat perjan-

3.

4.

jian yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata da-
lam rangka pembentukan perjanjian antara warga ma-
syarakat sebagai-pelanggan listrik dengan perusaha-
an listrik negara (PLN), kemudian penulis akan me-
nyumbangkan semacam pemikiran dalam pembentukan dan
pelaksanaan perjanjian tersebut.

Untuk merangsang penulisan-penulisan selanjutnya me-
ngenai perjanjian yang +timbul antara warga masya-
rakat sebagai pelanggan listrik dengan  perusahaan
listrik negara (PIN), khususnya menyangkut hal-hal
yang masih belum ditemukan dalam karya ini. Juga me-
ngenai masalah-masalah yang masih tertutup kiranya
diteruskan penelitiannya untuk dipecahkan oleh mere-
ka yang berminat.

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peme-
rintah, khususnya instansi yang terkait dalam rangka

pengamhilan keputusan dan kebijaksanaan.




BAB TI
SEKILAS TENTANG LOKASI PENELITIAN PERUSAHAAN

LISTRIK NEGARA DI POLEWALI MAMASA

Yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah tempat
di mana penulis mengumpulkan data dalam hubungannya de-
ngan penulisan ini, yaitu di Fabupaten Polewali Mamasa,
Oleh karena itu dalam penyebutan lokasi penelitian tentu

yang dimak sudkan adalah Kabupaten Polewali Mamasa.

Dalam uraian mengenai sekilas tentang lokasi peneli-'

tian (Kab. Polmas), penulis akan menguraikan secara garis
besarnya saja tentang 1lokasi penelitian tersebut, dalam

arti tidak akan melihat lebih jauh dan mendalam.

A. Kedaan Geografis

Keadaan geografis adalah keadaan alam, dalam hal
ini keadaan alam ¥ahupaten Polewali Mamasa., Pada da-
sarnya keadaan alam Kabupaten DPolewali Mamasa hampir
sama dengan keadaan alam kabupaten lain khususnya yang
bertetangga atau berdampingan dengan Kabupaten Polewa-
1i Vamasa.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepéla
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, tanggal 19 Maret
1983 No. 124/II1/1983 tentang Penetapan Luas Daerah

Wilayah Kabupaten Polewali Mamasa, maka Kabupaten




Palovall Monagza terlekak div antars 180 € Gl e

bujur timur dan 20 4l - 30 32l lintang selatan dengan

luas daerah wilayah seluruhnya 178 153 Ha atau 4 785,

53

km2 .

Kabupaten Polewali Mamasa Dberposisi di sebelah

utara ibu kota Propinsi Kotamadya Ujungpandang kemudi-

an

mempunyai jarak 247 ¥m dari ibu kota vpropinsi., Ada-

pun batas-batas Kabupaten Polewali Mamasa adalah seba-

gai berikut:

1.

2.

3.
4.

sa

2-
3
4.

5.
6.

Te

9.

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Vamuju

Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang

dan Kabupaten Tator

Sebelah Selatan berbatasan dengan selat Makassar

Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majene.
Lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Polewali Mama-

terdiri dari 9 kecamatan di bawah ini:

Kecamatan Polewali

Kecamatan Wonomulyo

Kecamatan Campalagian

Yecamatan Tinambung

Kecamatan Totallu

Xecamatan Sumarorong

Kecamatan Mambi

Kecamatan Pana

Kecamatan Mamasa




e,

Dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali
"amasa bila diklasifikasikan dengan dasar geografis-
nya akan menjadi 2 (dua) bagian, Pertama kecamatan
yang daerah operasionalnya adalah daerah pegunungan,
kedua kecamatan yang daerah operasionalnya adalah da-
erah pantai, Kecamatan yang dimaksudkan daerah opera-
sionalnya daerah pantai mulai dari poin 1, 2, 3, 4 di
atas dan selebihnya yaitu: 5, 6, 7, 8, dan 9 terma-
suk kecamatan yang daerah operasionalnya di pegunung-

alle

Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

-4




Tabel 2.1

10

Tuas Daerah dan Prosentase T.uas Terhadap Luas Kabupaten

Serta Tetak Daerah Menurut Ketinggiannya dari Permukaan

Laut Dirinci Per-Kecamatan di Kabupaten Polmas.

.

Luas Prosentase Ketinggian dari

R R R g wilayah thd Kab. permukaan laut
(¥m2) (%) (M)
1. Polewali 298, 31 6,21 3
2. Wonomulyo 541,65 1133 10
3, Campalagian 244,44 3P B 3
4, Tinambung 106, 31 2ol 3
5. Totallu 585,35 12,24 50
. 6. Sumarorong 574,96 12,02 850
TP a-na 571,20 11,95 900
8, Mambi 1 206,50 22,3% 650
9. Mamas a 652,99 13,66 1 100
Jumlah &4 T81,53 100,00 XXX

Sumber Data: Badan Pertanahan Nasional dan Diperta Tingkat

IT Kabupaten Polmas.




£

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dari 9 ke-
camatan yang ada: di Kabupaten Polewali Mamasa, Kecama-
tan Mamasalah yang paling tinggi dari permukaan laut
yaitu: 1 100 m, sedangkan yang paling rendah adalah ke-
camatan Campalagian dan Tinambung karena hanya mempu-
nyai ketinegian 3 m dari nermukaan laut,

Ttulah sebabnya sehingga dari 9 kecamatan tersebut
tidaklah semuanya mendapat penerangan dari perusahaan
listrik negara, karena tidak semuanya dapat dijangkau
oleh perusahaan tersebut yang merupakan syarat utama
dalam memberikan penerangan., Tetapi secara bertahap pe-
rusahaan listrik negara sudah memasuki daerah yang ter-

pencilpun,

Keadaan Demografis

Berbicara tentang demografis Kabupaten Polewali
Mamasa, berarti akan terbawa kepada keadaan penduduk
termasuk pertumbuhan dan verkembangannya.

Kabupaten Polewali Mamasa mempunyai jumlah pendu-
duk 405.670 jiwa yang terdiri dari 196 082  laki-laki
dan perempuan 209.588,- hasil sensus tahun 1992,

Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:
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Pabel 2,2

Penduduk Dirinci Per-Kecamatan, Jenis Kelamin dan Sex
Ratio di Kabupaten Polmas (Hasil Sensus tahun 1992)

Laki-laki ©Perempuan Jumlah Sex Ratio

S
¥y o

k§camian (jiwa) (jiwa)  (jiwa)  (jiwa)
1. Polewali 46.544 39.%64 75,908 92,85
2. Wonomulyo 40,339 42,457 82,796 95,01
3. Campalagian 29.259 735,015 62,174 88, 32
4, Tinambung 26: 575 30.530 56.903 86,38
5. Totalln 11.316 12.004 2358220 94,27
6. Sumarorong 9.356 8.784 18.140 106,51
TPansa f P T T=T12 15.034 94,94
| 8. Mamb i 17.745 17.640 35.425 100,37
| 9. Mamasa 17.928  18.042  35.970 99,37
JuwmEah 196.082 209,588 405,670 93,56

Sumber Data: Kantor Statistik Kabupaten Polmas.

Memperhatikan tabel tersebut di atas, menunjukan
bahwa Kecamatan Wonomulyo yang terbanyak penduduknya,
padahal yang menjadi ibu kota kecamatan adalah Pole-
wali, Ini disebabkan karena sesuai tabel 2.1 Wonomulyo
memang lebih Iuas wilayahnya dibanding polewali,

Zemudian untuk melihat kepadatan penduduk vperki-
lometer khusus Kabupaten Polewali Mamasa dapat diper-

hatikanitabel berikut:

WY W=
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Tabel 2.3

Rata-rata Penduduk Per-Desa, Luas dan Kepadatan Pendu-
duk Per-Kilometer Persegi Dirinci Per-Kecamatan di
Kabupaten Polewali Mamasa (Hasil Sensus tahun 1992)

o

Rata-rata Pen- Rata-rata

Kecamatan duduk Per Desa L Emg s g:gzigzin
: per Km2
1. Polewali  7.591 298,23 254
2. Wonomulyo 5.914 541,65 153
3. Campalagian 4,78% 244,44 254
4, Tinambung 3.794 106,31 535
5. Totallu Zaon ol L 40
6. Sumarorong 3,628 574,96 32
Te 208 3.007 Sl 20 26
8. Mambi 5.061 1 206,50 29
9. Mama s a 3.997 652,99 55
Jamlah 4.773 4. 781,55 85

Sumber Data: Kantor Statistik Kabupaten Polmas

Tabel tersebut di atas menunjukan, bahwa kepada-
tan penduduk rata-rata perkilometer bujur sangkar di
Yabupaten Polewali Mamasa adalah 85, sedangkan rata-

rata untuk per d=sa adalah 4,773,

A
il
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C. Keadaan Sosial Budaya

Penduduk Kabupaten Polewali Mamasa mayoritas ber-
venchasilan di bidang agraris, karena wilayah Kabupa-
ten Polewali VMamasa tersebut masih strategis untuk bi-
dang agraris sehingga sebagian besar rakyatnya hidup
di bidang pertanian,

Kabupaten Polewali llamasa penduduknya mayoritas
petani, namun dalam pembangunan mereka sadar untuk
mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan
pribadi, hal ini dapat dilihat dalam hak-hak individu/
perseorangan yang mengakui hak tersebut berfungsi so-
sial, Misalnya warga masyarakat merelakan pohon kelapa,
pohon mangganya ditebang untuk dilalui kabel listrik
tanpa ganti rugi.

Tetapi sulit dibantah kalau masyarakat Polewalil
Mamasa masih ada yang kesadaran hukumnya rendah ter-—
utama yang ada di daerah terpencil seperti di desa-
desa yang jauh jaraknya dari kota kecamatan sehingga
terisolasi dari keramaian dan sulit ditempuh_media ma-
ssa yang selalu menayangkan berita atau acara yang si-
fatnya ingin meningkatkan kesadaran hukum,

Di samping itu, masyarakat Kabupaten Polewali Ma-
masa mempunyai lembaga-lembaga yang fungsinya dalam
masyarakat untuk kepentiﬁgan sosial seperti’  bioskop

dan panti asuhan, ini dapat dilihat dalam tabel beri-

kats




Tabel 2.4

Bios-l-Tempat

Kecamatan kop duduk Penonton suk taran
(000 )
1. Polewali 3 1 050 40 350 12 842 952
2. Vonomulyo 2 T00 28 456 10 424 621
%, Campalagian - - - - -
4, Tinambung 2 600 19 442 4 697 561
5. Totallu - - - - -
6. Sumarorong — - - - -
T« P2 8 n & - - - - -
8. Mambi - - - o -
9. Mama s a - - - . Vi

Jumlah 7 27350 88248 27 963 2 134

Sumber Data: Kantor Statistik Kabupaten Polmas.

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa bios-
kop yang ada di Kabupaten Polewali Mamasa masih rela-

tif kurang, yaitu hanya berjumlah 7 buah saja.




£
j

16

D. Peruszhaan Listrik Negara (PLN) Sebagai Perusahaan

Umum (PERUM)

Sebelum dikemukakan perusahaan listrik negara
sebagai perusahaan uwmum terlebih dahulu penulis me-
ngemukakan tentang perusahaan umum (PERUM) itu sendi-
ri. Mengenai perusahaan umum yang merupakan perusaha-
an negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ke-
tentuan yang termaktub dalam Undang-undang No. 19 Prp
1960 tentang Perusahaan Negara. Penetapan mengenai
bentuk perusahaan umum (PERUM) tefsebut didasarkan
pula dalam Undang-undang No. 9 Prp 1969 tentang Ben-
tuk-bentuk Usaha Negara yang terdiri dari PERJAN (Pe-
rusahaan Jawatan), PERSERO (Perusahaan Perseroan),
PERUM (Perusahaan Umum).

Kemudian diperkuat lagi dengan Instruksi Pre-
siden No. 17 tahun 1976 telah digariskan kebijaksana-
an untuk menggolongkan atau membedakan usaha-usaha
negara secara tegas dalam tiga bentuk yakni: Perusa-
haan (negara) Jawatan, Perusahaan (negara) Perseroan
dan Perusahaan (negara) Umum.

Dalam pasal 1 Undang=-undang No. 19 Prp 1960 di-
cantumkan pengertian perusahaan negara yaitu: Semua
perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk
selurunva merupakan kekayaan negara Republik Indone-—

sia,
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Pengecualian dari pasal tersebut di atas ada da-
lam ketentuan Undang-undang No. 9 tahun 1969 di mana
terdapat bentuk persero yang dimungkinkan terjadinya
pemilikan saham-saham oleh swasta, termasuk kemung-—
kinan terjadinya .perumusan campuran, Hal ini berhubu-
ngan dengan uraian M, Natsir Said (1985: 16) bahwa:

Bentuk perusahaan negara persero dimungkinkan

adanya modal campuran di mana tidak hanya modal-—

nya dari kekayaan negara yang dipisahkan akan

tetapi juga kemungkinan pihak swasta baik nasio-
nal maupun asing dalam wujud joint venture.

Kemudian pasal 4 ayat 1 Undang-undang No, 19 Prp
1960 menetapkan bahwa perusahaan negara (PERUM) ada-

lah suatu kesatuan produksi yang bersifat:
1. Memberi jasa
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum

%. Memupuk pendapatan
C.S.T. Kansil (1985: 100) menguraikan bahwasz

Berdasar dengan Undang-undang No. 19 Prp 1960
maka semua perusahaan yang modalnya untuk. selu-—
ruhnya merupakan kekayaan negara, baik yang ter-
jadi karena pemisahaan dari kekayaan negara mau-—
pun yang terjadi karena nasionalisasi berdasar—
kan Undang-undang No. 86 +tahun 1958 (Lembaran
negara 1958-162) adalah perusahaan negara (PER-
.TM).

Lebih lanjut C.S.T. Kansil (Ibid: 106) mengemukakans

Perusahaan negara itu adalah kesatuan produksi,
maksudnya yaitu kesatuan produksi dalam arti
yang luas yang meliputi perusahaan yang memberi
jasa, menyelenggarakan kesejahtraan umum dan me-
mupuk pendapatan baik dalam bidang industri dan
pertambangan dan perdagangan,
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Akhirnya M, Natzir Said (Op cit:) mengemukakan:
Perusahaan negara yang kriterianya menitikberat-—
kan kepada adanya modal yang dimiliki oleh nega-
ra seluruvhnya tidaklah merupakan syarat mutlak,
terbukti dengan ketentuan pasal 31 ayat 2 Un-
dang-undang No, 19 Prp 1960 itu sendiri yang
membuktikan ikut sertanya swasta maupun dalam
koperasi dalsm pembinaan perusahaan negara, bah-
wa bentuk PERSERO yang modalnya terdiri atas sa-
ham-saham dimungkinkan pula ikut sertanya swasta
memiliki saham-saham..

Jadi semua perusahaan yang modal seluruhnya di-
miliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisah-
kan dan yang tidak dibagi atas saham-saham yang di-
dirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan
Undang-undang No. 19 Prp 1960 perusahaan ini dinama-
kan perusahaan umum disingkat PERUM.

Bertitik tolak dari uraian-uraian di atas maka

dikemukakan ciri-ciri pokok dari perusahaan umum se-

perti yang dijelaskan dalam Instruksi Presiden No. 17

tahun 1967 yaitu:

1. Makna usahanya adalah ‘melayani kepentingan umum
(kepentingan produksi, distribusi dan konstruksi
secara keseluruhan) dan sekaligus untuk memupuk
keuntungan. Usaha dijalankan dengan memegang teguh‘
syarat-syarat efisiensi, efektivitas dan economi

cost-accunting vrinciples dan management effektiv—

eness serta bentuk pelayanan (service) yang baik

terhadap masyarakat atau nasabanya.

i
af
pre X
N 1

'
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Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan Un-
dang-undang.
Pada umumnya bergerak dibidang Jasa-jasa vital

(Public utilities).

Mempunyai nama "dan kekayaan sendiri serta kebeba-
san bergerak seperti di perusahaan swasta untuk
mengadakan atau masuk ke dalam suatu perjanjian,
kontrak-kontrak dan hubungan-hubungan perusahaan
lainnya,

Dapat dituntut dan menuntut, dan hubungan hukum—
nya datur secara hubungan hukum perdata.

Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekaya-—
an negara yang dipisahkan, serta dapat mempunyai
dan memperoleh dana dan kredit-kredit dalam dan
luar negeri atau dari obligasi (dari masyarakat).
Pada prinsipnya secara finansial harus dapat ber-
diri sendiri, kecuali apabila karena politik peme-—
rintah mengenai tarif dan harga tidak mengizinkan
tercapainya tujuan ini.

Dipimpin oleh suatu Direksi

Pegawainya adalah pegawai perusahaan negara yang
diatur tersendiri di Iuar ketentuan-ketentuan yang
berlaku bagi pegawai negeri atau perusahaan swasta
atau usaha negara perseroan;

Organisasi, tugas, wewenang, tanggung jawab, per-
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tanggungjawaban dan cara mempertanggung jawabkannya,
serta pengawasan dan lain sebagainya, diatur secara
khusus, yang pokok-pokoknya tercermin dalam undang-
undang yang mengatur pembentukan perusahaan negara
itu.

11. Yang karena sifatnya apabila di antaranya ada yang
berupa public utility, maka bila dipandang perlu

untuk kepentingan umum, politik tarip dapat diten-

tukan oleh pemerintah, dengan cara/sistem tersebut
(titik 4) di atas.
12. Laporan tahunan perusahaan yang memuat neraca un-
tung rugi dan neraca kekayaan disampaikan kepada
pemerintah. :
13, Perusahaan yang berfungsi sosial dan komersil..
Karena itu, perusahaan umum (PERUM) dimaksudkan
sebagai perusahaan-perusahaan negara yang menyelengga-
rakan usaha-usaha yang vital.bagi negara dan hayat hi-—
dup orang banyak. Juga keberadaan (PERUM) untuk mela—
yani kepentingan umum dan sekaligus untuk mencari ke—

untungan, mencari keuntungan berarti berfungsi sosial

dan komersil.

Perusahaan umum (PERUM) mempunyai kekayaan sendi-
ri yang seluruhnya milik negara dari kekayaan negara

yang dipisahkan yang dalam pasal T ayat (1) Peraturan

pemerintan No., ;6 tahun 1974 tentang Perumtel menetap—

-
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kan bahwa modal perusahaan adalah kekayaan negara
yang dipisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja
negara (APBN) dan tidak terbagi atas saham-saham se-—
hingga perusahaan umum mempunyai kebebasan bergerak
seperti pada perusghaan swasta, yaitu dalam hal untuk

membuat suatu perjanjian kontrak-kontrak dan hubungan

dengan perusahaan lainnya, Hal ini relevan - ~dengan!

uraian C.S.T. Kansil (1985: 106) bahwa:

Modal perusahaan negara merupakan kekayaan nega-—
ra yang dipisahkan, hal ini sesuai dengan kedu-
dukannya sebagai badan hukum, yang harus mempu-
nyai kekayaan sendiri terlepas dari kekayaan
umum negara dan dengan demikian dapat dipelihara
terlepas dari pengaruh anggaran pendapatan dan
belanja negara.

Di atas telah dideskripsikan tentang perusahaan
umum (PERUM) selanjutnya dilihat perusahaan listrik
negara sebagai perusahaan umum (PERUM). FWal ini akan
dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang meng-
aturnya dan dalam operasionalnya. Misalnya dalam pa-
sal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indone-
sia No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik

Negara yaitu:

Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang didirikan

dengan Peraturan Pemerintah No. 19 +tahun 1965
jis,. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1969 dan
Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1970 dengan
peraturan pemerintah ini ditegaskan statusnya
menjadi sesuatu perusahaan umum (FERUM). Seba-
gaimana termasuk dalam pasal 2 ayat (2) Undang-
undang No. 9 tahun 1969, dengan nama 1istrik ne-
gara yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah
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ini disebut perusahaan yang melakukan usaha-usa-

hanya berdasarkan ketentua-ketentuan dalam per-

aturan pemerintah ini.

Di samping itu modal perusahaan listrik negara
adalah kekayaan negara yang dipisahkan, dari anggaran
pendapatan dan belanja negara, ini diatur dalam pasal

1% Undang-undang No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan

Umum Listrik Negara yang relevan dengan peraturani

perundang-undangan tentang Perusahaan Negara, yaitu
dalam pasal 1 Undang-undang No. 19 Prp 1960, Apalagi
Perusahaan Umum (PERUM) bergerak di bidang jasa-jasa
vital (public utilities), Misalnya Perusahaan listrik

negara dan perusahaan umum telekomunikasi..

Sesuai dengan kenyataan yang ada, bahwa tenaga
listrik mempunyai kedudukan yang penting dalam pemba-
ngunan nasional pada umumnya dan sebagai salah satu
pendorong dalam kegiatan ekonomi pada khususnya dalam
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang mera-
ta materil dan spritual berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945.

Akhirnya dengan mengingat arti penting dan jang-
kauan ketenagalistrikan, maka tidaklah mengherankan
jika penyediaan tenaga listrik dikuasai negara yang
pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik nega-
ra melalui pemberian kuasa usaha, ini telah dijelas-—

kan di dalam bab I Peraturan Pemerintah No. 15/1985
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tentang Ketenagalistrikan seperti berikut:

1.

Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang me-
nyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
Tenaga listrik adalah salah satu bentuk energi se-
kunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan di-
distribusikan untuk segala macam keperluan dan bu~
kan listrik negar; yang dipakai untuk komunikasi,
atau syarat.

Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga
Tistrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan
titik pemakaian., '
Pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga
listrik mulai dari titik pemakaian..

Kuasa usaha ketenagalistrikan adalah kewenangan di-
berikan oleh pemerintah kepada Badan Usaha Milik
Vegara yang diserahi tugas gsemata-mata untuk melak-
sanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk ke-
pentingan umum, dan diberi tugas untuk melakukan
pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik.

Izin usaha ketenagalistrikan adalah izin yang dibe-
rikan oleh pemerintah kepada koperasi atau swasta
untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik un—
tuk kepentingan umum atau kepentingan koperasi,

swasta, dan badan usaha milik negara atau lembaga

negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan

Vi
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tenaga listrik untuk kepentingan sendiri,
7. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam
bidang ketenagalistrikan,
Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa per-—
listrikan sampai saat ini merupakan perusahaan yang

dimiliki oleh negara atau perusahaan umum (PERUM).

Fungsi Perusahaan Listrik Negara- dalam Pembangunan
Nasional

Untuk mengemukakan apa fungsi perusahaan listrik
negara dalam pembangunan nasional, maka terlebih dahu-
1u diuraikan tentang pembangunan nasional. Dalam Kete-
tapan MPR RI No. IT/1988 (GBHN) dinyatakan bahwa: Pem—
bangnnan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat. Kakekat Pem-
bangunan berupa pembangunan manusia Indonesia seutuh-
nya dan pembangunan seluruh rakyat.

Memperhatikan uraian di atas berarti pembangunan
tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah seperti pangan,
perumahaan kesehatan dan sebagainya, atau kepuasan
bathinia seperti pendidikan, rasa aman bebas menge-
luarkan pendapat yang bertanggungjawab, rasa keadilan
dan sebagainya, melainkan keselarasan dan keseimbangan
antara keduanya. Bukan hanya untuk satu golongan atau

sebagian masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat




dan harus benar-benar dirasakan oleh
sebagai perbaikan tingkat hidup yang be
sial, yang menjadi tujuan dan cita-cita
bangsa Indonesia.
Dalam hubungannya dengan ini Emil Salim (1988: 3)
mengartikan hakekat pembangunan sebagai berikut:
1. Kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, pe=-
rumahaan dan lain-lain.
2. Kemajuan bathiniah seperti pendidikan, rasa
keadilan, rasa aman, rasa sehat dan lain-lain,
3, Dan kemajuan yang meliputi seluruh rakyat se-

bagaimana tercermin dalam perbaikan hidup ber-
keadilan sosial,

Dengan demikian tujuan akhir pembangunan nasional
secara ringkas disebut masyarakat menuju adil dan mak-
mur berdasarkan Pancasila sebagaimana yang telah di-
nyat:kan dalam vembukaan Undang-Undang Dasar 1945 te-
pat pada alinea ke empat seperti berikut:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pe—
merintah negara Indonesia yang melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indone—

gia dan untuk memajukan kesejahtraan wumum, men-

cerdasarkan kehidupan bangsa dan ikut melaksana-

kan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian
abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat In-
donesia.

Setelah diuraikan tentang pembangunan nasional,
maka akan dikemukakan fungsi perusahaan listrik negara
dalam pembangunan nasional, Dalam penguraian ini tidak
akan berbeda secara mendasar dengan fungsi perusahaan

milik negara yang lain,

Untuk melihat fungsi suatu perusahaan termasuk
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perusahaan milik negara tidak terlepas dari tujuan
perusahaan itu sendiri, karena dengan melihat tujuan
perusahaan akan terlihat pula fungsi perusahaan. Apa-

bila tujuan pecrusanaan yang telah ditentukan oleh per-

usahaan itu sendiri.dapat direalisasikan, maka dikata-

kan bahwa perusahaan itu berfungsi., Yang ada hubungan-
nya dengan uraian Achmad Ali (1990: 95) sebagai beri-
kut: Hanya telah ditetapkan apa yang menjadi tujuan
dari hukum itu, kita dapat menentukan fungsi yang ha-
rus dijalankan hukum agar dapat mencapai tujuannya,

Jika ingin melihat tujuan perusahaan maka terbawa
pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya,
yaitu Undang-undang No. 19 Prp 1960 tepat pada pasal 4
ayat (2) menetapkan tentang tujuan perusahaan negara
(PERUM) yaitu: Untuk turut membangun ekonomi nasional
sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan
kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan ker-—
ja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan
spritual.

Rumusan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 19
Prp 1960 M, Fatzir Said (1985: 19) memberi komentar
sebagai berikut:

Dari rumusan pasal 4 ayat (2) terwujud maksud dan

tujuan utama perusahaan negara yaitu di satu pi-

hak mengandung tujuan ekonomis, dan lain pihak

adalah tujuan sosial (social service corperation)
ataukah dengan menggunakan perusahaan yang bersi-
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fat social service coperation dan commercial cor-
poration (PERUM).

Kemudian tentang tujuan perusahaan negara, C,S.T.
Kansil (1985: 106) mengemukakan bahwas

Tujuan perusazhaan negara adalah untuk turut mem-
bangun ekonomi- nasional sesuai dengan ekonomi
terpimpin pada waktu itu dengan mengutamakan ke-
butuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan
kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang
adil dan makmur, materil dan spritual.

Setelah dikemukakan tujuan perusahaan sebagaimana
di atas, selanjutnya fungsi perusahaan umum (PERUM),
Mengenai fungsi yang pengertian bebasnya adalah mela-
kukan pekerjaan, sehingga fungsi perusahaan berarti
melakukan pekerjaan melalui personil-personilnya dalam
rangka merealisasikan tujuan yang telah ditentukan se-
belumnya.

Jadi dengan adanya tujuan yang ditentukan oleh
perusahaan maka akan menjadi tugas bagi perusahaan itu
untuk merelaisasikannya. Mengenai tugas perusahaan C.
S.T., Kansil (Ibid) menguraikan:

Perusahaan negara dalam menunaikan tugasnya sela-

lu memperhatikan daya zuna yang sebesar-besarnya

dengan tidak melupakan tujuan perusahaan untuk
ikut serta membangun ekonomi nasional dengan me-

ngutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta
kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyara-—
kat yang adil dan makmur material dan spritual.
Dengan demikian, maka nampak bahwa fungsi perusa-
haan negara adalah untuk membangun ekonomi nasional

dengan mengutamakan kebutuhan dan ketentraman rakyat




e —

‘;,_”

28

serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masya=-
rakat yang adil dan makmur materil dan spritual,
Karena perusahaan listrik negara (PLN) sebagai
perusahaan umum (PERUM) maka tujuan dan fungsinya ti-
dak akan terlepas dari tujuan dan fungsi perusahaan

umum seperti yang telah dikemukakan di atas.

Dalam melihat dan mengemukakan fungsi perusahaan

listrik negara dalam pembangunan tentu akan dilihat

dulu tujuannya. Adapun tujuan perusahaan listrik nega-

ra tercantum dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah

Revublik Indonesia No. 18 tahun 1972 tentang perusaha-

an Umum Listrik Negara yaitu:

Pasal 5 : Tujuan perusahaan adalah ikut serta memba-
ngun ekonomi dan ketahanan nasional sesuai
dengan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang
pengusahaan tenaga listrik dengan maksud un-—
tuk mempertinggi derajat masyarakat Indone-
sia,

Pasal 6

(1) Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi
dan keselamatan serta jaminan atas kepenti-
ngan negara terhadap kekayaannya baik untuk
jangka pendek maupun untuk jangka panjang,
perusahaan menyelenggarakan usaha-usaha di

bidang:
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a., produksi, transmisi dan distribusi tenaga
listriks;

b. perencanaan dan pembangunan di bidang te-
naga listrik;

c. pengusahaan dan pengembangan tenaga lis-
triks

d. pengusahaan jasa-jasa di bidang tenage
listrik;

(2) Untuk dapat menyelenggarakan usaha-usaha se-
perti dalam ayat (1) pasal ini, maka perusa-—
haan mengadakan peraturan-peraturan teknis
di bidang tenaga listrik.

Sedangkan Mustam Kepala PLN Ranting FPappang, Ke-
camatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa cabang
Pinrang Wilayah VIII mengemukakan kepada penulis waktu
wawancara tanggal, 12 Oktober 1992 bahwa:

Dalam upaya memajukan kesejahtaraan umum dan men-

cerdaskan Xehiduvan bangsa, tenaga listrik meru-

pakan cabang produksi yang penting Dbagi negara
sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan
alam yang menguasai hayat hidup orang banyak per-—
1u dipergunakan untuk kesejahtraan dan kemakmuran
rakyat banyak.

Berdasarkan uraian di atas yang dikaitkan dengan
kenyataan yang ada maka dikatakan bahwa bagi masyara-—
kat, tenaga listrik mempunyai kedudukan yang esensil

terutama dalam negara yang sedang membangun, terlebih

lagi kalaﬁ sudah negara industri. Ttulah sebabnya se-
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hingga bidang usaha yang kegiatannya berhubungan de-—

ngan pengadaan dan penyediaan tenaga listrik bagi ke-
butuhan masyarakat digolongkan sebagai pervsahaan me-

nyelenggarakan kemanfaatan umum (public Utility).

Sehubungan QQngan itu Djafar Hamzah Kepala PLN
ranting wonomulyo, Yecamatan Wonomulyoc, Kabupaten Po-
lewali Mamasa wilayah VITI Cabang Pinrang mengemuka-
kan, waktu penulis wawancarai tanggal 15 Oktober 1992

bahwa:

Dewasa ini tenaga _listrik mempunyai kedudukan

'yang penting aalam pembangunan nasional pada
uwmumnya dan sebagai salah satu pendorong kegiat-

an ekonomi pada khususnya dalam mencapali masya-—
rakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi perusahaan umum listrik negara sebagai per=
usahaan umum (PERUM) atau perusahaan negara mempunyai
tujuan untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai
dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuh-
an dan ketentraman rakyat serta kesenangan kerja da-
lam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur ma-
teril dan spritual.

Hal tersebut di atas relevan dengan uraian M.
Natzir Said (1985: 18) bahwa:

Perusahaan negara yang bergerak di.dalam lapang-

an pengangkutan, perusahaan listrik negara ter-

masuk di dalamnya bidang perusahaan negara yang
masuk %olongan yang memberi jasa _dan kemampuan

umum atau disebutkan dengan social service cor-
peration.



BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

Pengertian Perjanjian

Masalah perjggjian adalah masalah hubungan antara
orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang
dengan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok
yang sifatnya pribadi sehingga pengaturannya didapat-
kan dalam hukum yang sifatnya juga mengatur masalah
pribadi. Hukum yang dimaksudkan adalah hukum privat
ataupun hukum perdata.

Oleh karena itu, sebelum penulis mendeskripsikan
masalah perjanjian secara mendetil, baik itu syarat
sahnya suatu perjanjian, macam prestasi maupun wan-
prestasi dalam perjanjian, penulis merasa perlur untuk
mengungkapkan pengertian perjanjian itu sendiri baik
secara harafiah maupun menurut pendapat para pakar hu-
kum yang ada.

Hal tersebut di atas sudah merupakan kelaziman;
jika kita ingin membahas sesuatu, maka sesuatu itu
terlebih dahulu diberi pengertian atau batasan tentang
sesuatu yang akan dibahas, supaya nmantinya dalam pem-—
bahasan lebih terarah dan tidak kehilangan jejak,.

Adapun pengertian perjanjian secara harafiah da-
pat dilihat W.J.S. Poerwardarminta (1984: 402) yang

menguraiakan sebagai berikut:
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perjanjian berarti persetujuan, yaitu perkataan
yang menyatakan kesediaan hendak berbuat sesuatu
baik tertulis maupun dengan lisan atau dibuat
oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing ber-
janji akan menaati apa yang disebut dalam perse-
tujuan itu,

Dari pengertian tersebut bila dihubungkan dengan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), maka perjanji-
an atau persetujuan terumuskan di dalamnya yaitu dalam
pasal 1313 yang berbunyi: Suatu persetujuan adalan su-
atu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih meng-—
ikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih,

Subekti (1985: 1) Juga mengemukakan pengertian
perjanjian seperti berikut:

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana

seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana

dua orang saling berjanji untuk melaksanakan se=
suatu hal,

Tain lagi dengan pengertian yang dituliskan oleh
Abdulkadir Muhammad (1982: 78) yaitu:

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana

dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya

untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta
kekayaan.

Selanjutnya Abdulkadir Muhammad (Ibid: 79( me-
ngemukakan sebagai berikut:

Dalam suatu perjanjian akan terdapat konsensus
antara pihak-pihak. Pihak yang satu setuju dan
pihak yang lainnya juga setuju untuk melaksana-—
kan sesuatu, kendatipun pelaksanaan itu datang
dari satu pihak, misalnya dalam perjanjian pem-
berian hadiah (hibah).
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Kemudian Nurhayati Abbas (Kuliah Hukum Perdata
ITI tanggal 22 Maret 1992) menguraikan pengertian per-
janjian yang dikemukakan oleh Subekti 1lalu dikritik
oleh Tahir Tungadi, pengertian yang dikemukakan oleh
Subekti . tersebut -relevan dengan pasal 1313 (BW) di
atas seperti di bawah ini:

Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuat-
an dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya kepada orang lain atau lebih. Definisi
tersebut dikritik oleh Tahir Tungadi, bahwa per-—
janjian berakibat hukum sehingga:
1. Perbuatan seharusnya berbunyi perbuatan hukum
2. Kata satu orang atau lebih mengikatkan kepada
orang lain atau lebih seharusnya berbunyi satu
orang lain atau lebih mengikatkan dirinya se-

cara timbal balik dengan satu orang lain atau
lebih,

Pengertian perjanjian yang relevan dengan uraian
terakhir di atas adalah. M. Yahya Harahap (1986: 6)
yang mengemukakan sebagai berikut:

Perjanjian atau verbintenis mengandung pengertian:
suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara
dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak,
pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan se—
kaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunai-
kan prestasi. Dari pengertian singkat ini dijum-
pai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud
pengertian perjanjian, antara lain hubungan hukum
(rechtbetrekki ) yang menyangkut hukum kekayaan
antara dua orang (person) atau lebih, yang membe-
ri hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak
lain tentang prestasi.

pari rumusan atau pengertian tentang perjanjian
oleh ahli-ahli tersebut di atas yang mengidentikan an—

tara perjanjian dengan persetujuan, maka Kuliah dari
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Nurhayati Abbas dan uraian M., Yahya Harahap menurut
hemat penulis cukup jelas dan terperinci karena telah
dicakup Iatarbelakang dan konsekuensinya sebagai suatu
yang mengikat..

Beranjak dari-uraian-uraian di atas maka pada da-
sarnya perjanjian merupakan perseéuain kehendak ten-
tang sesuatu baik dengan tertulis maupun dengan tidak
tertulis yang mempunyai konsekuensi terhadap orang
yang bersesuai kehendak sehingga sifatnya mengikat ba-—
ik tidak langsung maupun langsung terhadap orang yang
bersesuai kehendak itu.

Dari berbagai rumusan tentang perjanjian sebagai-
mana telah diuraikan di atas, maka terlihat unsur- un-
sur yang terdapat di dalam perjanjian tersebut. Adapun
unsur perjanjian menurut Abdulkadir Muhammad (1982 :
80) sebagai berikut:

Apabila diperhatikan perumusan perjanjian maka

ters;mpullah unsur-unsur perjanjian seperti ber-

%g?t;da pihak-pihak sedikit-dikitnya dua orang

ib) ada persetujuan antara pihak-pihak itu

ci ada tujuan yang akan dicapai

ada prestasi yang akan dilaksanakan
ada bentuk tertentu lisan atau tulisan

e
Ef) ada syarat-syarat tertentu sebagai isi per--

janjian.
Kendatipun perjanjian merupakan persesuaian ke-
hendak antara dua orang atau lbih dan dengan persesu-—

aian kehendak itu akhirnya mengikat kedua belah pihak,
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perjanjian, Hal ini disebabkan perikatan a
sumber dari perjanjian itu sendiri dan ada juga yang
bersumber dari undang-undang, seperti yang tercantum
dalam pasal 1233 KUHPerdata (BW) yaitu: Tiap-tiap per-
ikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun kare-
na undang-undang.

Subekti (1982: 122) juga mengemukakan bahwa per-
ikatan lebih luas dari perjanjian seperti di bawah ini:

Perkataan perikatan (verbintenis) mempunyai arti
yang luas dari perkataan perjanjian, karena ada
perikatan yang sama sekali tidak bersumber pada
suatu persetujuan atau perikatan, yaitu perikatan
yang timbul karena perbuatan melanggar hukum (on—
Trechtmatige daad) dan perikatan yang timbul dari
pengurusan kepentingan orang lain yang tidak ber-—
dasarkan atas persetujuan (zaakwarneming)

Lebih lanjut Subekti (Ibid) mengemukakan bahwa:

Adapun yang dimaksud dengan perikatan oleh buku

III BW itu ialah: Suatu hubungan hukum (mengenai

kekayaan harta benda) antara dua orang, yang mem—

beri hak pada yang satu untuk menuntut barang se-
suatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang la-
innya itu disebutkan hukum harta kekayaan.,

Jédi perikatan ada yang bersumber dari perjanjian
atau persetujuan ada juga yang bersumber dari undang-
undang. Meskipun demikian, diakui kalau perikatan le-
bih dominan yang bersumber dari perjanjian atau perse-
tujusn ketimbang yang bersumber dari undang-undang.

Selain perikatan atau persetujuan dalam masyara-—
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kat, masih ada istilah lain yang merupakan miniatur
dari perjanjian yaitu kontrak. Dikatakan miniatur ka-
rena kontrak tersebut lebih sempit dari perjanjian se-
bab kontrak ditujukan kepada perjanjian atau persetu-

juan yang tertulis;

Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Berbicara tentang syarat sahnya perjanjian dalam
suatu perjanjian khususnya di Indonesia itu merupakan
suatu hal yang nyata, karena negara kita adalah negara
hukum sehingga selalu mengisyaratkan agar segala ak-
tivitas-aktivitas warga masyarakat tidak menyimpang
dari hal yang sebenarnya, yaitu yang ditentukan dalam
peraturan yang hidup dalam masyarakat (living low) ba-
ik tertulis maupun tidak tertulis.

Perjanjian yang sifatnya menyangkut masalah ke-
pentingan pribadi yang melibatkan pihak lain atau dua
kepentingan pribadi yang dipertemukan dan masing-ma-—
sing padanya dilahirkan atau timbul hak dan kewajiban,
Perjanjian atau persetujuan yang melahirkan | hak: ndan
kewajiban maka seharusnya perjanjian atau persetujuan
memenuhi syarat atau jenjang yang sebelumnya telah di-
tentukan dalam peraturan perundang-undangan sehingga
perjanjian atau persetujuan itu tidak dianggap cacat

yang bisa membuat pelumang bagi pihak lain yang berhak
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untuk menggugurkannya atau membatalakannya.

Untuk melihat syarat sahnya suatu perjanjian maka
kita akan terbawa pada peraturan perundang-undangan
dan pendapat ahli hukum yang ada., Dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdate (BW) tepatnya pada pasal 1320 te-

1ah terumuskan syarat sahnya suatu perjanjian atau
persetujuan yaitu:

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan
empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

%. Suatu hal tertentu
4, Suatu sebab yang halal

Kemudian syarat sahnya perjanjian yang menurut
pendapat ahli hukum yang ada geperti Sri Soedewi Ma-
sychoen Sofwan (A Qiram Syamsudin Meleale, 1985: 12)

mengemukakan bahwa:

Agar perjanjian itu sah harus memenuhi syarat-

syarat:

1. Harus ada persesuaian kehendak antara kedua
belah pihak yang mengadakan perjanjian

2. Harus ada kecakapan bertindak dari pihak-pihak
yang mengadakan perjanjian, Artinya cakap da-
Jam melakukan perbuatan

3, Harus ada atau mempunyai objek tertentu dalam
perjanjian

4. Harus mengandung causa yang diperbolehkan oleh
undang-undang.

Achmad Ichsan (Ibid) juga mengemukakan syarat

sahnya suatu perjanjian yaitu:

Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi em-

pat syarat:

1. Perjanjian dari pihak yang mengadakan perjan—
jian yang berupa kehendak untuk mengadakan
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perjaniian
2. Kecakapan untuk mengadakan perjanjian
3. Menzenai objeknya
4, Atas dasar alasan atau pertimbangan yang di-
perlukan.,
Sedangkan Subekti (1985: 17) mengemukakan bahwa:
Untuk sahnya “suatu perjamjian diperlukan empat
syarat-syarat yaitu:
1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Semua syarat perjanjian di atas baik yang terda-
pat dalam peraturan perundang-undangan maupun mendapat
ahli hukum pada dasarnya mempunyai makna yang sama,
karena hanya syarat poin 4 (empat) yang mempunyai pe-
nafsiran yang berbeda. Kemudian poin 2 (dua) dalam
peraturan perundang-undangan memakai istilah perikatan
sedangkan para ahli semua menggunakan istilah rperjan—
jian.

Berdasarkan dengan syarat-syarat perjanjian atau
persetujuan di atas Subekti (Ibid: 17 dan 20) mengkla-

sifikasikannya ke dalam dua syarat seperti berikut:

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subyek-

tif, karena mengenai orang atau subyeknya yang
mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang
terakhir dinamakan syarat objektif karena menge-
nai perjanjian sendiri oleh objek dari perbuatan
hukum yang dilakukan, Bila syarat objektif tidak
dipenuhi perjanjian itu batal demi hukum, Artinya
dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perika-
tan, sedangkan jika syarat subyektif tidak dipe-
nuhi perjanjian bukan batal demi hukum, tapi sa-
lah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya
perjanjian itu dibatalkan. Jadi perjanjian yang




39

telah dibuat itu mengikat juga selama tidak diba-
talkan (oleh hakim) atas permintaan yang berhak
memenuhi pembatalan tadi.

Memperhatikan uraian-uraian di atas maka dapat

dikatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak

tetap mengikat baginya walaupun tidak dipenuhi semua

syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (BW) asalkan dalam perjanjian

tersebut kata sepakat tetap dipertahankan. Bahkan Su-

bekti (1982: 127 - 128) mengemukakan bahwa:

ikan

Pada umumnya dibolehkan menyampingkan peraturan-
peraturan yang termuat dalam buku IIT itu. Dengan
kata lain peraturan-peraturan yang ditetapkan da-
lam buku IIT BW itu hanya disediakan dalam hal
para pihak yang berkontrak itu tidak membuat per-
aturan sendiri, Artinya peraturan-peraturan dalam
buku IIT BW pada umumnya hanya merupakan hukum
pelengkape.

Hal tersebut relevan dengan apa yang telah diura-
Abdulkadir Muhammad (1982: 89) bahwa:

Perjanjian yang memenuhi syarat menurut undang-
undang, di akui oleh hukum, Sebaliknya perjanjian
yang tidak memenuhi syarat +tidak akan di akui
oleh hukum, walaupun di akui oleh pihak-pihak
yang bersangkutan, Karena itu selagi pihak-pihak
mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereak buat
walaupun tidak memenuhi syarat, perjanjian itu
berlaku antara mereka. Apabila sampail suatu keti-
ka ada pihak yang tidak mengakuinya . lagi, -maka
hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian
itu batal.

Jadi perjanjian yang dibuat para pihak dengan da-

lam kata sepakat walaupun undang-undang tidak mengaku=-

inya

karena tidak dipenuhi syarat yang telah ditentu-
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| kan ~dalah tetap mengikat, syarat yang dimaksudkan di
sini tidak dipenuhi adalah syarat subyektif, karena
bila syarat obyektif yang tiaak dipenuhi maka perjan-
jian tersebut tidak dianggap ada.

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif,

walaupun tetapi mengikat karena aca kata sepakat, te-—

tapi perjanjian tersebut sewaktu-waktu atas permintaan

salah sétu pihak dan tentulah pihak yang berhak, yaitu
pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kata
sepakatnya secara tidak bebas untuk membatalkan per-
janjian,

Dengan demikian semoga tidak berlebihan jika pe-

nulis berasumsi, perjanjian yang terjadi dengan meng-
andalkan kata sepakat saja dan tidak memenuhi semua

syarat yang ditentukan dalam undang-undang adalah per-

tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang berhak.
Setelah dinraikapn syarat sahnya suatu perjanjian
maka selanjutnya akan dilihat syarat-syarat lain, sya-
rat lain tidaklah versis sama dengan syarat sahnya su-—
atu perjanjian. Adapun syarat lain yang dimaksudkan
adalah ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan
oleh pihak-pihak. '
Menurut Abdulkadir Muhammad (1982: 125) adalah:

janjian yang rawan, karena sewaktu-waktu perjanjian
Isi perjanjian pada dasarnya adalah  ketentuan-
|

I T, e e i s i e :
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ketentuan dan syarat-syarat yang telah diperjan-
jikan oleh pihak-pihak. Ketentuan dan syarat-sya-
rat tersebut berisi hak dan kewajiban pihak-pihak
yang harus mereka penuhi.

Lebih lanjut Abdulkadir Muhammad (Ibid) menguraikan

mengenai ketentuan dan syarat-syarat perjanjian seba-

gai berikut:

1.

2e

Je

Syarat-syarat yang tegas (express terns), yai-
tu syarat yang secara khusus disebutkan dan
disetujui oleh pihak-pihak pada waktu membuat
perjanjian, apakah dilakukan secara tertulis
atau secara lisan. syarat yang tegas ini ter-
diri dari syarat pokok (condition) dan syarat
pelengkap (warranty) syaTrat pokok yakni syarat
pokok yakni syara penting yang fundamental
atau vital bagi setiap perjanjian dan tidak
dipenuhinya syarat tersebut akan mempengaruhi
tujuan utama perjanjian. Pelanggaran terhadap
syarat fundamental atau vital memberikan hak
kepada pihak yang dirugikan untuk membatalkan
atau memutuskan perjanjian atau juga 'memutus-
kan dengan memperoleh ganti kerugian yang te-
lah di deritanya. Kemudian syarat pelengkap
adalah kurang penting dan tidak ditaatinya
syarat ini dapat menimbulkan kerugian tetapi
tidak mempengaruhi tujuan utama perjanjian.
Pelanggaran;, syarat pelengkap memberikan hak
kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pem-
bayaran ganti kerugian, bukan membatalkan atau
memutuskan perjanjian.

Syarat-syarat yang diam-diam (implied terms)
yaitu syarat-syarat yang tidak ditentukan se-—
cara tegas mengenai hal dalam perjanjian.
Klausula-klausula penyampingan, ketentuan dan
syarat-syarat ini dimaksudkan untuk membatasi
tangoung jawab salah satu pihak, biasanya pi-
hak penjual.

Berdasarkan dari uraian Abdulkadir Muhammad di

atas maka penulis dapat menarik suatu pandangan bahwa

ketentuan dan syarat-syarat yang berisi hak dan kewa-

jiban para pihak yang harus mereka penuhi merupakan
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syarat pelaksanaan, sedangkan syarat suatu perjanjian

merupakan syarat pembentukan suatu perjanjian,

Macam Prestasi

Dalam kehidupan masyarakat istilah prestasi su-
dah sering terlintas kedengarannya di telinga kita,
khusus pada orang-orang yang berhasil, baik di bidang
olah raga maupun dalam dunia pendidikan. Hal tersebut
di atas ©bila terjadi langsung saja keluar istilah,
prestasinya basus, nrestasinya tinggi.

Jadi prestasi yang dimaksudkan di atas adalah ha-
sil, severti yang diuraikan oleh W.J.S. Poerwadarminta
(1984: 768) bahwa: Prestasi adalah hasil yang telah di
capai (dilakukan dan dikerjakan).

Dari uraian dan pembatasan tentang prestasi di
atas tidaklah persis sama dengan prestasi yang dimak-
sudkan dalam uraian ini, karena prestasi yang akan di-
t1ihat di sini adalah prestasi sebagaimana yang ada da-
lam perjanjian sehingga, prestasi tersebut adalah
prestasi yang ada dalam hukum perjanjian (buku III Ki-
tab Undang-undang Hukum Perdata).

Adapun prestasi yang berhubungan dengan perjanji-
an adalah seperti yang dikemukakan oleh Abdulkadir Mu-
hammad (1982: 17) bahwa: Prestasi adalah kewajiban

yang harus dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikat-

slid
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an. Sedangkan Subekti (1985: 36) mengemukakan bahwa:
Hal yang harus dilaksanakan itu dinamakan prestasi,

Kemudian M. Yahya Harahap (198b: 10) juga menge-
mukakan tentang prestasi yaitu: '

Jika undang-uvidang telah menetapkan subjek per-

janjian, yaitu pihak kreditur yang berhak atas

prestasi dan pihak debitur yang wajib 'melaksana-
gan prestasi maka intisari atau abjek dari per-
janjian iadh prestasi itu sendiri.

Beranjak dari uraian-uraian di atas tentang pres-
tasi, maka prestasi merupakan sesuatu yang dapat di-
tuntut oleh salah satu pihak (kreaitur) dari pihak la-
in (debitur) baik secara pribadi maupun ddengan cara
paksa yaitu dengan mempergunakan upaya hukum yang dia-
tur dalam hukum acara.

Jadi prestasi 1itu aaa getelah ada hubungan tim-—
bal ba®ik antara pihak yang satu dengan baik yang
lain, kérenanya prestasi itu ada setelah ada perikatan
terlebih dahulu, baik perikatan Yyang bersumber dari
undang-undang yaitu perikatan karena perbuatan melawan

hukum (onrechtmatige daad) dan perikatan karena pengu-

rusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan

persetujuan (zaakwarneming) maupun perikatan yang ber-—

sumber dari perjanjian itu sendiri,
Kendatipun prestasi itu ada setelah ada perikatan,
tetapi perlu dikemukakan bahwa perikatan tidak akan

ada artinya jika prestasi tidak dapat atau tidak mung-
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kin diwujudkan, karena pada prinsipnya prestasi meru-
pakan tujuan para pihak dalam mengadakan perjanjian,

Prestasi sebagai sesuaturyang dapat dituntut oleh
kreditur dan diwajibkan oleh debitur untuk melaksana-
kannya, haruslah dipertimbangkan sebaik-baiknya dengan
segala konsekuensi-konsekuensinya. Kemudian prestasi,
itu benar-benar sesuatu yang dapat dilakukan dengan
tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam ma-
syarakat, Sehubungan dengan hal tersebut M. Yahya Ha-
rahap (Ibid: 11) menguraiakan bahwa:

Setiap perjanjian yang objek/prestasinya berten-
tangan yang diperbolehkan oleh undang-undang, ke-
tertiben umum dan kesusilaan, perjanjian demikian
melanggar nersyaratan yang semestinya seperti di-
atur dalam pasal 1320 ayat (4) sehingga tidak sah.
Jadi prestasi haruslah benar-benar sesuatu yang
mungkin dilaksanakan, karena adalah sesuatu hal
yang hena~-henar hertentangan dengan kepatuhan
untuk membebani seorang debitur dengan suatu
prestasi yang tidak mungkin dilaksanakan,

Di atas telah dikemukakan pengertian prestasi dan
gelanjutnya diuraikan macam prestasi. Dalam mengemuka-
kan macam prestasi, penulis tidak akan terlepas dari
uraian terdahulu terutama dari M. Yahya Harahap yang
mengidentikan antara objek perjanjian dengan prestasi
(1982: 10) bahwa:

Untuk melihat objek perjanjian dapat ditunjuk pa-
sal 12%4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (gﬂg :
Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesu-
atu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak ber-
buat sesuatu. Kemudian intisari atau objek per-

janjian ialah prestasi itu sendiri.




pari pasal tersebut di atas dapat

tasi, karena prestasi merupakan sesuatu yang dapat di=-
tuntut.

Jadi jika seorang (debitur) berjanji untuk membe-
rikan sesuatu kepada orang lain (kreditur), maka kre-
ditur dapat menuntut agar debitur melaksanakan presta-
si yaitu memberikan sesuatu kepada kreditur, kemudian
jika seorang (debitur) berjanji wutnuk berbuat sesuatu
maka orang lain (kreditur) dapat meruntut prestasi su-
paya debitur melakukan sesuatu, Begitu juga bila sese=-
orang (debitur) berjanji:. untuk tidak berbuat maka se—
orang lain (kreditur) dapat menuntut prestasi agar de—
bitur tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang telah
diperjanjikan.

Dengan demikian prestasi atau sesuatu yang dapat
di tuntut dapat saja berupa:

1. Untuk memberikan sesuatu
2. Untuk berbuat sesuatu
3. Untuk tidak berbuat sesuatu
Hal tersebut relevan dengan uraian M, Yahya Hara-

hap (1986: 10) bahwa:

Sesuai dengan ketentuan pasal 1234 BW, prestasi
yang dipverjanjikan ialah untuk menyerahkan sesua=
tu, melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan
gesuatu (te ceven te doen, of niet te oven),
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D. Wanprestasi

Dalam membicarakan masalah wanprestasi penulis ti-

dak akan terlepas dari uraian sebelumnya terutama .ten—

tang

prestasi itu sendiri, karena wanprestasi itu ada

setelah ditentukan prestasi sebelumnya yang harus di-

laksanakan lalu tidak dilaksanakan.

Adapun yang dimaksudkan dengan wanprestasi) Abdul~

kadir Muhammad (1982: 20) menguraikan sebagai berikut:

rika

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam ba--
hasa Belanda "wanprestatie®™ artinya tidak memenunhi
kewajiban yang tefﬁh ditetapkan dalam perikatan,
baik perikatan yang timbul karena perjanjian mau-
pun perikatan yang timbul. karena undang-undang..

Sedangkan M, Yahya Harahap (1986: 60) juga membe-
komentar tentang wanprestasi yaitu:

Adapun pengertian yang umum tentang wanprestasi
adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada
waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.
Seorang debitur disebutkan dan berada dalam keada-
an wanprestasi, apa bila dia dalam melakukan pe-
laksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga
"terlambat" dari jadwal waktu yang ditentukan atau
dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatut-
nya atau selayaknya.

Kemudian Subekti (1985: 45) menuliskan tentang

wanprestasi bahwaj

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa
yang dijanjikannya, maka dikatakan ia  melakukan
wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji.
Atau juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan
atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya
Perkataan wanprestasi berasa%* dari bakasa 3§l§nda

ang berarti prestasi buruk (bandingkan wanbeheer
gagg'berarti gengurus buruk, wandaad perbuatan bu-
ruk,
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Memperhatikan uraian tentang wanprestasi oleh para
ahli di atas, maka Abdulkadir Muhammad memberi penger-
tian wanprestasi secara luas, karena dia ' (Abdulkadir
Muhammad ) melihat wanprestasi dalam perikatan baik
yang bersumber dari’undang-undang maupun dari perjanji-
an. Sedangkan M, Yahya Harahap dan Subekti melihat Wan-
prestasi dalam bidang perjanjian padahal perikatan yang
bisa menimbulkan wanprestasi bila tidak dipenuhinya ti-
dak hanya bersumber dari perjanjian, tetapi ada juga
perikatan yang timbul atau.bersumber dari undang-undang.
Karenanya wanprestasi yang hanya dilihat dalam perjan-
jian itu agak sempit.

Jadi pengertian tentang wanprestasi yang dikemuka-
kan oleh Abdulkadir Muhammad lebih Iuas bila dibanding=
kan dengan M. Yahya Harahap dan Subekti. Begitu juga
tentang istilah aslinya dari wanprestasi, kalau Abdul-
kadir Muhammad istilah asli wanprestasi dalam . bahasa

Belanda "wanpretatie" artinya tidak memenuhi kewajib-

an yang telah ditetapkan dalam perikatan, sedangkan Su-
bekti wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang be=-
rarti prestasi buruk.

Akhirnya pada prinsipnya wanprestasi adalah tidak
dilaksanakannya sesuatu, yaitu prestasi yang telah di-
sanggupi sebelumnnya untuk dilaksanakan dengan waktu

- yang telah ditentukan dan prestasi yang diperjanjikan
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sudah disepakati antara keduanya.

Seseorang dianggap wanprestasi jika apa yang telah

disepakati sebelumnya dalam perjanjian atau persetujuan

tidak dilaksanakan, atau melaksanakan sesuatu . yang

dalam perjanjian atau persetujuan tidak boleh dilaksa-

nakan, Untuk melihat lebih jauh tentang bagaimana kri-

teria baru seseorang dianggap wanprestasi dapat dilihat

uraian Subekti (1985: 45) sebagai berikut:

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang
debitur dapat berupa empat macam:

1.
2.
3
4.

Tidak melakukan apa yang disanggupi akan 'dila-
kukan

Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi - tidak
sebagaimana dijanjikan

Me%akukan apa yang dijanjikannya tetapi terlam—
bat.

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak
boleh dilakukannya.

Sehubungan dengan di atas Abdulkadir Muhammad

(1982: 20 - 21) juga menguraikan sebagai berikut:

Seseorang yang dianggap melakukan wanprestasi (la-
lai atau keadaan memaksa) ada tiga keadaan:

1.

2.

Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali,
artinya debitur tidak memenuhi kewajiban  yang
telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu
perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang
ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang
timbul karena undang-undange.

Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik
atau keliru, artinya debitur melaksanakan atau
memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang
ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak se-
bagaimana mestinya menurut kyalitas yang diten-
tukan dalam perjanjian atau menurut kwalitas
yang ditetapkan dalam undang-undang.

Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat
pada waktunya, artinya debitur memenuhi presta-
si tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan da=-
lam perjanjian tidak dipenuhi.
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YWanprestasi merunakan sikap atau tindakan salah
satu nihak (debitur) bisa saja merugikan orang 1lain
(kreditur). Sehingga menimbulkan akibat hukum, pihak
yang dirugikan tentulah akan keberatan atas perbuatan
seseorang yang merugikan itu baik melalui pengadilan
maupun secara arhitrasi, l

Perlu dikemukakan bahwa, dalam menyelesaikan su-
atu masalah demi mewujudkan keadilan, penegakan hukum
hukanlah satu-satunya cara untuk mencapai  keadilan

sebagaimana yang dimaksudkan., Tetapi penegakan hukum

adalah cara yang sifatnya memaksa, Hal ini telah di-

kemukakan oleh Seeriono Soekanto (1988: 31) bahwa:

Penerakan hukum bukanlah merupakan satu-satunya
cara untuk mencapai keadilan, Penegakan hukum me=-
rupakan upaya terakhir, apabila wusaha-usaha non-
hukum tidak berhasil menegakan keadilan. DLalam
penegakan hukum pidana harus merupakan upaya ter-
akhir untuk menegakan keadilan.

Terlepas dari itu, apa yang telah diperjanjikan
dan disevakati akan mengikat antara kedua belah pihak,
hal tersebut telah ditegaskan dalam pasal 1338 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (Eﬂ) yang berbunyi: Semua
persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi mereka
vane melanggar atnran-aturan . itu dapat dituntut atau
digurat.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka setiap

orang yang ingkar dalam suatu perjanjian atau persetu-
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juan dalam hal ini adalah wanprestasi pastilah mempu-
nyai akibat hukum, mengenai akibat hukumnya oleh Ab-
dulkadir Muhammad (Op cit: 42) menguraikan:

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan

wanprestasi ada hukuman atau sanksinya seperti:

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian
yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1324
Kitab Undang-undang Hukum Perdata[ﬁﬂ? ketentu-
an ini berlaku untuk semua perikatan,

o, Dalam perjanjian timbal balik (bilateral) wan-
prestasi dari suatu pihak memberikan hak kevada
pihak lainnya untuk membatalkan atau memutus-
kan perjanjian Iewat hakim (pasal 1266 KUHPer-
da . ’

Se Regiﬁo beralih kepada debitur sejak saat ter-
jadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPer)
¥etentuan ini hanya berlaku bagi perikatan un-
tuk memberikan sesuatu.

4. Vembayar biaya perkara apabila diperkarakan di
muka hakim (pasal 1237 ayat 2 H,I.R). Debitur
yang terbukti melakukan wanprestasi tentu di-
kalahkan, dalam perkara. Ketentuan ini berlaku
untuk semua perikatan,

5. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan,
atay membatalkan perjamjian disertai dengan
pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPer) .
ini berlaku untuk semua perikatan.

Dengan melihat akibat hukum bila Seseorang mela-
kukan suatu wanprestasi perlu dilihat keadaan pihak
yang melalukan wanprestasi tersebut, karena jangan
sampai orang yang melakukan wanprestasi itu disebabkan
tidak ada jalan lain maka sangat tidak berprikemanusi-
aan bila akan dibebani lagi sanksi-sanksi seperti gan-
ti rugi,

Apalagi dalam peraturan perundang-undangan diakui
bahwa seceorang yang melakukan perbuatan karena ter—

paksa tidak bisa seperti dalam pasal 48 KUHPidana,
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Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa . ka-
rena oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak
boleh dihukum,

Tetapi dalam kenyataan sehari-hari wanprestasi
terjadi pada perjanjian atau persetujuan bukan semata-
mata karena keadaan terpaksa, melainkan karena kesa-
lahan yang bersangkutan (debitur) baik karena kesenga-
jaan maupun karena kelalaian dan dengan keadaan terak-
hir inilah yang wajar dikenakan sanksi bila salah satu
pihak wanprestasi,

Oleh karena itu sebelum kedua belah pihak memberi
kata sepakat dalam suatu persetujuan atau perjanjian
atau,perikatan, maka perlu dilihat bagaimana prestasi
dan tegen-prestasi yang ada dalam perjanjian atau per-
setujuan dan perikatan dengan menghubungkan keadaan
yang ada pada diri kita. Ini disebabkan karena jangan
sampai prestasi dan tegen-prestasi yang ada dalam per-
janjian atau persetujuan dan perikatan kita tidak mam-

pu untuk melaksanakan.

gé.l




BAB IV
PETLAKSAMAAN TTRJANJIAN ANTARA PERUSAHAAN LISTRIK

NEGARA DENGAN WARGA MASYARAKAT SEBAGAI PELANGGAN
DATAM PEMBANGUNAN

A. Perjaniian Antara Perusahaan Listrik Negara Dengan

Warga Masyarakat Sebagai Pelanggan

Telah dikemukakan masalan perjanjian atau perse-
tujuan acalah masalah hak dan kewajiban karenanya ti-
dakIah verlibihan jika ada yang berasumsi, bahwa hu-
kum perjanjian atau persetujuan itu penting, ia meru-
pakan yang terbanyak diperlakukan dalam Ilalau lintas
hukum sehari-hari.

Dengan melihat perjanjian atau persetujuwan dengan
konsekuensinya sebagai suatu yang mengikat antara ke-
dua belah pihak jika telah terjadi kata sepakat di da-
lamnya, tidak akan terlepas dari ketentuan dalam Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (BW) terutama buku IIT.
Tetapi perlu dikemukakan, bahwa Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomer3 tahun 1963 menganggap Kitab Undang-undang
Hukum Perdata tidak berlaku lagi sebagai undang-undgng.

Hal tersebut telah diuraikan oleh M. Yahya Hara-—
hap (1986: 4) bahwas

Tentang keberadaan Undang-undang Hukum Perdata

(BW) ada dua pendapat:
17 Secara yuridis formal BW masih tetap resmi se—

52
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bagai hukum positif karena sampai pada saat
sekarang belum ada undang-undang dan peraturan
yang mencabutnya. Selama belum ada pencabutan
secara formal, BW harus dinilai sebagai un-
dang-undang dan hukum positif yang masih ber-
laku efektif,

2. BW bukan lagi sebagai undang-undang dan hukum
melainkan hanya merupakan suatu dokumen yang
menggambarkan kelompok hukum tidak tertulis
atau secara akontrario BW tiada lain hanya hu-
kum adat tertulis, Pandangan dan pendapat ke-
dua ini dapat kita 1lihat pada Surat Edaran
Mahkamah Agung tanggal, 5 September No. 3 1963

Merlepas dari uraian di atas, untuk melihat per-
janjian atau persetujuan yang timbul antara perusahaan
listrik negara dengan warga masyarakat sebagai pelang-
gan tentu kita akan melihat berbagai macam perjanjian
atau persetujuan yang ada dan berlaku di Indonesia,

Macam dan bentuk perjanjian atau persetujuan para
ahli telah menguraiakannya sebagai berikut:

Beberapa jenis perjanjian bila ditinjau dari segi

subjek maupun dari sudut asal yaknis

1. Perjanjian vositif dan negatif

2. Perjanjian seointas lalu (voorb aande) dan
yang berlangsung terus (voor%aurenéef ;

3, Perjanjian alternatif (aT¥ernatif verbintenis)

4. Perjanjian kumalatif atau perjanjian konjung-
tif (cumulateeve of conjuctieve

5. Perjanjian fa

6. Perjanjian generik dan spesifik :

7. Perinniian yang dapat dibagi dan tidak dapat
dibagi (dulbere en ondelbere verbintenis)

8., Perjanjian hoolde e atau solideT

9, Perjanjian bersyarat

Lain lagi dengan Subekti (1985: 4) karena mengen-
mukakan macam-macam perikatan bukan perjanjian atau

persetujuan, Tetapi antara perikatan dengan perjanjian

AR
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atau persetujuan hampir sama, cuma perikatan lebih lu-
as dari perjanjian atau persetujuan. Mengenai macam

perikatan dikemukakan oleh Subekti:

Macam-macam perikatan adalah

1. Perikatan bersyarat

2. perikatan dengan ketetapan waktu

3, Perikatan mana suka (alternatif)

4, Perikatan tanggung menanggung atau solider

5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak

dapat dibagi
6. Perikatan dengan ancaman hukuman

Berdasarkan dengan kenyataan yang ada, bahwa hu-
bungan antara perusahaan listrik negara dengan warga
masyarakat sebagai pelanggan adalah hubungan hukum,
karena hubungan tersebut terdapat hak dan <kewa jiban
secara timbal balik. Tentang hubungan tersebut telah
dikemukakan oleh Patahuddin Kepala PLN ranting Polewa-
1i, Kabuoaten Polewali Mamasa wilayah VIII cabang Pin-
rang waktu penulis temui di ruang kerjanya tanggal 20
Oktober 1992 bahwa:

Warga masyarakat sebagai pelanggan sebelum dite-

rima sebagai langganan terlebih dahulu mengaju-

kan permohonan kepada perusahaan listrik negara
permohonan itu diproses dan ditinjau Yokasi pe-
langgan, Jika dianggap memenuhi gyarat antara la-

in terjangkau, maka pelanggan dipanggil untuk me-
lihat syarat lain serta menandatangani surat

pernyataan.

Tsi surat pernyataan langganan perusahaan lis-
trik negara wilayah VIII dapat dilihat dalam Surat
Edaran No. 001/W.VIII/85 tanggal 1 Pebruari 1985 seba-—

gai berikut:



Bersedia mentaati kewajiban-kewajib
melakukan larangan-larangan sebagail
itu terdiri dari:

1. Kewajiban yang harus dipatuhi:

ae

d.

Be

membayar rekening listrik setiap 1lannya
selambat-lambatnya tgl. 20 bulan yang ber-
sangkutan di tempat pembayaran yang telah
ditentukan, Lewat tanggal yang ditentukan
PIN berhak menghentikan untuk sementara
atas pemakaian listrik PLN dan wajib memba-
yar biaya atas kelalaian pembayaran ter-
sebut., Penyambungan kembali aliran listrik
beserta biayar kelambatan dibayar lunas.
Jika 60 (enam puluh) hari setelah penutupan
sementara, pelanggan belum melunasi tungga-
kan listrik, PIN berhak membongkar/ mengam-
bil sambungan rumahnya dan pelanggan tetap
bertanggung jawab akan pembayaran yang be-
lum dilunasi

Permintaan penyambungan kembali - sambungan
rumah yang telah dibongkar tersebut butir
2, diperlakukan oleh PLN sebagai permohonan
baru (dikenakan biayat biaya BP/uang jamin-
an langganan).

Jika diperlukan ruangan khusus untuk pe-
masangan pesawat pembatas/meter yang meme-
nuhi syarat-syarat dan pengaman, bersedia
menyediakan untuk jangka waktu selama di-
perlukan PLN,

Memberi isin kepada PLN untuk memasuki
tempat, bangunan dan halaman rumah sewak=-
tu-wakiu diperlukan PLN dan pelanggan da-
pat meminta kepada pegawal PLN untuk menun-—
jukan bukti dari dan gsurat perintah kerja
khusus untuk itu

Memberi isin kepada PIN untuk pemeriksaan
instalasi, merubah dan mengambil sambungan
rumah, memotong-motang pohon-pohon tanaman
yang dapat membahayakan kelangsungan pe-
nyaluran tenaga listrik tenpa ganti rugi.
Penambahan dan/atau penambahan instalasi
dan/dan atau diluar bangunan yang telah
tersambung pada jaringan listrikitu, harus
dilakukan oleh instalatur dan terlebih da-
hulu harus mendapat isin PLN. Jika kewajib-
an ini dilanggar, PLN akan menghentikan pe-
nyaluran listrik yang telah bersambung.
Kawat zegel dan zegel pada tutup pesawat
pembatas meter hanya dapat diputuskan dan
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diperbaiki oleh PLN, dan pelanggan ber-
tanggung jawab atas pemutusan/pengrusakan
krawat zegel dan zegel pada tutup pesawat/
meter oleh mereka yang tidak berhak.,

i. Dengan adanya rencana perintah/PLN untuk
merubah tegangan distribusi menjadi 280/
390 V maka pada saat rencana tersebut atas
biaya pelanggan seluruhnya.

2. Larangan dan Sanksi

a. Pelanggan listrik dilarang dengan jalan/
atau dalil apapun merusak zegel pesawat
pembatas/meter, mempengaruhi kerjanya pe-=
sawat pembatas/meter, merusak sambungan
rumah, memasang sambungan tambahan lang-
sung dari jaring listrik tegangan rendah
tanpa melalui pesawat pembatas/meter, me-
nyalurkan dan/atau menjadi Iistrik kepada
pihak ketiga menggunakan Iistrik untuk
tujuan lain dari pada yang tersebut dalam
permochonan kontrak/perjnajian jual-beli lis-
trik, memakai lebih dari daya yang disedia-
kan atau dengan cara lainnya dapat merugi-
kan PLN dan membayarka kelangsungan penya=
luran listrik, baik dilakukan oleh pelang-—
gan sendiri maupun pihak lain,

b. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan
tersebut di atas, instalasi listrik atau
ketentuan lainnya yang berlaku di Indone-
gia menimbulkan hak Dbagi TLN untuk meng-
hentikan jual-beli listrik, disamping itu
PIN berhak pula mendapatkan ganti rugi dan
langganan tetap bertanggung jawab terhadap
ketentuan-ketentuan tersebut dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (pasal %362 191
tersebut).

Memperhatikan 1isi suarat pernyataan langganan
yang bila dibubuhi tanda tangan berarti telah sepakat
dan sanggup untuk melaksanakannya yang bila dilanggar
akan menerima sanksi-sanksi yang telah di cantumkan
dalam surat pernyataan tentang langganan tersebut di

atas.
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Apabila hal tersebut dihubungkan ' dengan jenis
dan macam perjanjian yang telah dikemukakan maka per-
janjian yang timbul antara PLN dengan warga masyara-
kat sebagai pelanggan listrik adalah perjanjian atau
persetujuan dengan ancaman hukuman. Tentang perjanji-
an dengan ancaman hukuman. N, Yahya Harahap (1986:74)

mengemukakan bahwa:

Pasal 13%04 telah memberi pengertian tentang per-—
janjian deggan ancaman hukuman(Strafbeding atau
Boetebeding) ialah perjanjian yang berisi anca-
man hukuman guna menjamin pelaksanaan pemenuhan
perjanjian, yang mewajibkan debitur untuk melaw
kukan sesuatu hal tertentu apabila debitur lalai
melaksanakan.perjanjian.

Pasal 1304 yang dimaksudkan oleh M. Yahya Hara-—
hap di atas adalah pasal Kitab Undang-Undang  Hukum
Perdata (Bw). Tetapi dalam pasal tersebut yang ter—
cantum bukanlah perjanjian dengan ancaman hukuman me-
lainkan, perikatan dengan ancaman hukuman. Adapun bu-
nyi pasal 13504 adalah: Ancaman hukuman adalah suatu
ketentuan sedemikian rupa dengan mana seorang untuk

jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan mela-

kukan sesuatu, manakalah perikatan itu tidak dipenuhi,

Sehubungan dengan di atas Subekti (1985:71) me-

ngemukakan bahwa:

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu
perikatan dimana ditentukan bahwa siberutang un-
tuk jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan
melakukan sesuatu pabila perikatannya tidak di-
penuhi,. Penetapan hukuman ini dimaksudkan seba-
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gai gantinya penggantian kerugian yang diderita

oleh si berpiutang karena tidak dipenuhi atau

dilanggarnya suatu perjanjian.

Kendatipun dalam pasal 1304 yang dikemukakan ia-
lah perikatan bukan perjanjian atau persetujuan begi-
tu juga dengan Subekti, tetapi tidaklah berarti penu-
lisan ini tidak bermakna, karena antara perikatan de-
ngan perjanjian memang tidaklah persis sama. Tetapi
perbedaannya tidaklah terlalu penting karena yang
membedakan hanyalah ruang lingkupnya saja.

Terlepas dari pasal 1304, maka bila hubungan an-

tara perusahaan listrik negara dengan warga masyara-'

kat sebagai pelanggan (perjanjian) diamati lebih ja-
uh bisa juga digaris bawahi bahwa, hubungannya bersie
fat sewva menyewa, karena kewajiban pelanggan ‘untuk
membayar uang rekening listrik pada dasarnya dapat di
kategorikan sebagai uang sewa,

Adapun yang dimkasud dengan sewa menyéwa M. Yah-
ya Harahap (1986: 220) menguraikan bahwa:

Sewa menyewa (huur en verhuur) adalah:  persetu-

juan antara pihak yang menyewakan dengan pihak

penyewa, Pihak yang menyewakan atau pemilik me-

nyerahkan barang yang hendak di sewa kepada pi-
hak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya (Vollede-—

ge genot)
Kemudian R, Subekti (1984: 39) mengemukakan ten-

tang sewa menyewa yaitu:

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana
pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 'membe-
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rikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari

sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan

dengan pembayeran suatu harga yang oleh pihak
yang tersebut terakhir itu disamping pembayar-
annya,

Mengamati perjanjian sewa menyewa, maka dapat di
katakan pelanggan-listrik adalah sebagai penyewa yang
berkewajiban membayar uang sewa dalam hal ini adalah
rekening, dan perusahaan listrik negara sebagai yang
menyewakan barangnya berupa aliran yang disambungkan
kepada pelanggan atau penyewa.

Berdasar dengan uraian terdahulu, maka perjanji-
an yang timbul antara perusahaan listrik negara de-
ngan warga masyarakat sebagai pelanggan adalah per-
janjian dengan acaman hukuman seperti sewa menyewa

yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang di-

sepakati sehingga mengikatnya secara hukum,

Faktor Yang Berpengaruh dalam Perjanjian Antara Peru-—
sahaan Listrik Negara dengan Warga Masyarakat Sebagai
Pelanggan Listrik

Setiap perjaniian yang akan diciptakan dan di-
maksudkan untuk mengikat ke dua belah pihak maka se-
lalu ada faktor yang berpengaruh, setidak-tidaknya
syarat perjanjian itu sendiri sebagaimana yang ter-
cantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata (BW).
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Begitu juga perjanjian antara perusahaan lis~-
trik negara dengan warga masyarakat sebagai pelang-
gan pasal 1%20 tetap berpengaruh, karena sah tidak-
nya perjanjian akan tetap ditentukan oleh na=al ter-
sebut,

Kendatipun demikian, masih ada faktor lain ka-
rena kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang di-
lengkapi dengan berbagai sistem sosial yang berlaku.
Seperti yang dikemukakan oleh Talcott Parsons dengan

teori sibernetiknya (Achmad Ali, 1988: 201) bahwa:

Hukum dalam masyarakat berdampingan dengan sub-
sub bidang lain, yaitu kebudayaan dengan fungsi
mempertahankan pola, sosial dengan fungsi in-
tegrasi, politik dengan fungsi penge jaran tuju—
an, ekonomi dengan fungsi adaptasi.

‘sehubungan dengan di atas M. Mustam Kepala PLN

ranting Pappang, Kecamatan campalagian, Kabupaten Po-

lewali Mamasa wilayalVIII cabang Pinrang, mengemuka-
kan kepada penulis waktu wawancara tanggal 9 O0ktober

1992 sebagai berikut:

Dalam menjalankan tugas, terutama bila ada pe-
langgan yang terlambat membayar Trekening tidak-
lah langsung menerapkan ketentuan yang tertera
dalam lembaran belakang rekening, yaitu pada No.
3 dan 4 berupa pemutusan sementara aliran lis-
trik dan pembongkaran, Tetapi sebelumnya kita
memperingati dan menegur, setelah peringatan su-
dah cukup tiga kali lalu masih belum diindahkan
atau dilunasi setidak-tidaknya memperhatikan ba-
rulah ketentuan itu dilaksanakan.

Tentang ketentuan yang dimaksud pada lembaran

o
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belakang rekening adalah sebagai berikut:

Untuk Terhatian:

1.

3

&,

Cara Membayar rekening listrik

Pembayaran rekening listrik dilakukan di tem-
pat-tempat pembayaran yang telah ditentukan
dengan menunjukan rekening listrik bulan lalu
atau kartu pembayaran kenada petugas loket,
Waktu Pembayaran

Pembayaran rekening bulan berjalan dibayar
setiap bulan sesuai jadwal yang telah diten-
tukan (dari tgl, 1 s/d tgl. 20)

Pemutusan Sementara Aliran Listrik

Aliran listrik di rumah/alamat saudara ter-
paksa diputus untuk sementara tanpa pemberi-
tahuan lebih dahulu, apabila rekening listrik
bulan berjalan belum dibayar melawati tanggal
batas lunas/akhir pembayaran (tgl 20) setiap
bulan., Penyambungan kembali dapat dilaksana-
kan setelah rekening listrik tersebut dan bi-
aya keterlambatan dibayar seluruhnya.
Pembongkaran Sambungan Listrik

Apabila sampai 2 (dua) bulan sejak tanggal di
adakan pemutusan sementara rekening listrik.
masih belum dibayar maka sambungan listrik di
rumah/alamat saudara akan dibangkar rampung
tanpa pemberian terlebih dahulu,.

Penyambungan kembali dapat dilaksanakan se-—
telah saudara membayar biaya penyambungan se-
bagai sambungan baru, uang jaminan langganan
rekening-rekening yang belum dilunasi,

Himbauan
Untuk menghidari berjejalnya pelanggan pada

akhir masa pembayaran, dihimbau agar pembaya-
ran, dihimbau agar pembagran dilaksanakan le-
bih awal.

Bila dihubungkan ketentuan yang ada dalam Yemba-

ran belakang rekening dengan wuraian M. Mustam maka

dikemukakan bahwa hubungan antara perusahaan listrik

negara dengan warga masyarakat sebagai pelanggan di

nengaruhi oleh faktor lain di luar hukum, Ini terli-

hat dalam ketentuan Ne., 3 dan 4 lembaran belakang re-
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Kening bahwa, para pelanggan yang terlambat melunasi
rekening listriknya akan diputus aliran listriknya
untuk sementara tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
dan bila masih belum dilunasi sampai dua bulan maka
akan dibongkar rampung tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam kenyataan tidaklah demikian, sebagaimana
M. Mustam mengatakan bahwa pelanggan yang terlambat
membayar rekeningnya tidaklah langsung dicabut, teta-
pi di tegur .terlebih dahulu.

Apabila hal di atas dilihat lebih jauh lagi maka
dapat dikatakan bahwa eksistensi Perusahaan listrik
negara di tengah-tengah masyarakat tidaklah membuat .
masyarakat tersiksa atau menderita, tetapi di samping
komersil juga berusaha untuk mensejahterakan kehidup~
an masyarakat atau berfungsi sosial.

Jadi perjanjian antara perusahaan listrik negara
dengan warga masyarakat sebagai pelanggan listrik di-
pengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1. Faktor hukum

2. Faktor ekonami

%3, Faktor Budaya



BAB V
PENUTTUP

A, Kesimpulan
1. Perjanjian yang timbul dalam hubungan antara peru-
sahaan listrik negara dengan warga masyarakat se-
bagai pelanggan adalah perjanjian dengan ancaman
hukuman yang di dalamnya masing-masing mempunyai
hak dan kewajiban.

2. Dalam pembentukan perjanjian antara perusahaan

listrik negara dengan warga masyarakat pasal 1320
sangat berpengaruh karena dalam pasal tersebut
terdapat syarat batal dan syarat dapat dibatalkan
suatu perjanjian, Jadi perjanjian tersebut dengan
pasal 13%20 sejalan, setidak-tidaknya tidak berto-
lak belakang.

3. Dalam perjanjian antara perusahaan listrik negara
dengan warga masyarakat ada hal yang berpengaruh,
yaitu hal yang sifatnya yuridis dan hal yang si-

fatnya sosial.

B. Saran
1. Tntuk pembentukan perjanjian berikutnya antara pe-
rusahaan listrik negara dengan warga masyarakat di

mana saja, dapat memperhatikan norma-norma kehidu-
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pan yang berlaku di masyarakat bersangkutan,

Agar perusahaan listrik negara dalam operasional-
nya tetap konsisten pada tujuannya yaitu berfungsi
sosial,

fendaknya campur tangan pemerintah aalam pembinaan
dan pengawasan atas pengusahaan listrik negara da-
pat aitingkatkan, karena tenaga listrik dan keka-
Yaan alam sebagai sumber nembangkit tenaga listrik
merupakan kekayaan nasional yang vital yang diper-

untukan kesejahteraan rakyat.
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